BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5¢ TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Mengingat ;1.

PARAF KOORDINASI

Belanja Daerah Kabupaten Natuna dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan
sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil
bagi semua pihak serta dapat lebih berdaya guna serta
berhasil guna secara optimal, pelu menetapkan
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Standar
Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetabkan
Peraturan Bupati tentang .Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten ' Natuna Tahun

Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 te‘ntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);



Menetapkan
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13.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Natuna.

S. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya.

disingkat SKPD adalah wunsur perangkat daerah
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pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan daerah.

. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan

1 (satu) atau beberapa Program.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang
menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan
Jasa.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan seluruh atau sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat  Penatausahaan Keuangan Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat
Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau
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19.

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada SKPD.

Narasumber/Fasilitator adalah seseorang yang
terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai
sesuatu hal untuk diminta keterangan, pendapat
ataupun penjelasan maupun pemberian materi
sesuai dengan keahliannya.

Instruktur adalah seseorang yang Dbertugas
memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan
terhadap peserta.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya
dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.

- Non Pegawai Aparatur Negeri Sipil, yang selanjutnya

disingkat Non Pegawai ASN adalah pegawai di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang di angkat

berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan
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25.

26.

Kepala Perangkat Daerah, Tenaga Kontrak, Staf
Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid
Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru
dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir Perangkat
Daerah Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa,
Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dan LPMD,
Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Natuna.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk
untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disebut Pejabat/Panitia PHP adalah
pejabat/Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek
adalah kegiatan untuk memberikan tambahan
wawasan dan pengetahuan dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut
Diklat adalah Proses Penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka meningkatkan kemarhpuan
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
dengan kurikulum berbasis kompetensi.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan -Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
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yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II
PENGGUNAAN

Pasal 2
(1) Standar  harga  satuan digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga
satuan regional berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga
satuan regional berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam  pelaksanaan anggaran
kegiatan;

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya
tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi
tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pasar; dan

(4) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b setelah dilakukan survey harga pasar. -

Pasal 3
Standar harga satuan merupakan harga tertinggi
dikelompokkan dalam satuan biaya antara lain
meliputi:

a. satuan biaya honorarium;
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satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan

di luar kantor;

. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

satuan biaya honorarium narasumber, moderator,
atau pembawa acara profesional;

satuan biaya konsumsi rapat;

satuan biaya pemeliharaan;

satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;

satuan biaya makan dan minum;

satuan biaya pengumuman dan dokumentasi;

satuan biaya sewa;

. satuan biaya upah tukang;

satuan biaya penyimpan dan pengurus barang;
satuan biaya jasa penilai public;

satuan biaya honorarium tenaga kesehatan dan
penunjang kesehatan medis dan non medis;

satuan biaya honorarium tenaga administrasi
perkantoran dan honorarium tenaga pendidik;
satuan biaya langsung personil
(remuneration/billing rate);

satuan biaya bongkar, muat dan transportasi
pendistribusian rastra; dan

satuan biaya operasional kegiatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai jenis dan besaran standar harga

satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
padg.tanggal, & oktober 2020

£ DA
NATUNA,

Diundangkan di Ranai

pada tanggal (p Ok{ober 2p20

1Y, At
&Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA%

——

HENDRA KUSUMA




